PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR #3 TAHUN 2011

TENTANG

UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
© | o  PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA

Menimhang © o habwen seswsd dengan betentuan pasal 14 Peraturan Presiden Republik
[ndoncsia Nomor 34 Tahun 2010 1entang Pengadaan  Barang/Jasa
Petneriniah. dacial diwajibkan mapunyai Unit Layanan Pengadaan
Barang/Jasa yang dapat memberikan pelayanan/pembinaan di bidang
pengaduan barang/jasa;
. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu ditetapkan
e | o Peraturan Bupau  tentang  Unit Layanan Péngadaan Barang/jasa

Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Mengingar : 1. Undang-Undang Repubiik indonesia Nomor 69 Tabun 1958 iwniang
- - Pembentukan Daerah—daecrah Tingkat Il dalam Wilayah Daerah-daerah
Tingkat 1 Bali. Nusa Tenggara  Barat  dun Nusa Tenggara imur

(Lembaran Negara  Republik  Indonesia Tahun 1958 Nomor 122

* : " ; ' Tumbahan Lembuaran Negara Repubiik indonesia Nomor 1605);
2. -Lh,‘iang-Und;uig Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 ientang

Pokoh- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Todunesia
Tabun 1974 Nomor 55, Fambahan 1 embaran Negara Republik Indonesia
S Nomuor 3041) sebagaimana welah divoah dengan Undang - Undang Nomor

43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999




Nomor 169, Tampahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor

3890):

Undung - Unaang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 wniang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambuaban Lembaran Negara Republik  indonesia Nomor

4286):

Undang — Undgng Republik Indonesia Nomor i Tahun 2004 enmang
Perbendaharaan Negara (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nowmwor 5, Tambahan Lanbaran Negara Republik indoucsia Nomor

4355):

U_ndlang-l_.;'.tll.l_aug [_{_t:p.ubiikl Indonesia Nomor 10 Tahun 2304 teotang

e __Pemb_entukan Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik- Indonesia Taliun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

- ‘Republik lndbnf:sia Nol-no_r 4389);

Undang-Undang Rlcp'libl'i'k Indonesia Nomor 32 Tahun 2804 tentang
Pemerintahan Dacrah (I,a;:mb'aran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nowor

4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

| Undang Nomor 12 Tabhun 2008 (L.embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4844); .

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemeriniah Pusal dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah  {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 89. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nonwr 4741 _

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahwn 2010 tentang

Pengadaan Baring/Jasa Petnerintan;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun

2007 ientang Peturjuk Tekns Penutan Organisast Perangkat Dacraly




]

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : I"ERA'I"URAN BUPATI TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN

BARANGAASA PEMERINTAHRKABUPATEN SUMBAWA

BAB 1

KETENTUAN UMUM

L3 LI}
tradsedl 1

Dalam Peraturan Bupat. in1 yang dimaksud dengan ;

1.

¥

Daerah adalah Kabupalen Sunibuwa.
. Bupati adalah Bupatt Sumbawa.
. Satuan Keija Perangkal Duerah yang selunjuinya disingkat SKPD adalah Perangkal Duerah

pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

. Unit Layanan Pengadaun Barang/Jasa yang selanjuinya disingkat ULP adalah scbuah

" lembaga non-struktural yang berfungsi untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa

di Lingkungan Pemerintah K:lbupalcn Sumbawa sccura terpadu dan ieriniegrasi sesuai

dengan pcraluran perundang- undan},dn dan berada di bawah koordinasi Bagian

Admrmstrabl Perekonomldn dan Pembdn}:,unan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa.

. Kepala adalah Kepd!a Uml Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten

Sumbawa

.. Sekretariat adalah unsur pelaksana administrasi pada ULP Kabupaten Sumbawa.
'I\clompuk }\u_]d yang sclanjuinya discbul :’OI\JA adalah tim yang terdirt atas personid

| Iyang memiliki sertifikat keahlian- pengaddan barangjasa yang mempunyai tugas pokok

mclakaanakan pumhhdn pt,nyudm dedll{:;‘ Jasa di dalan: ULP baik secara manual niaupun

‘secara elektromk meldlul Layancm Pengadaan Secara Clektronik.

Layanan Penbadaan Seuara E]LklIOIllk yan;, :,e]anjulnya disingkat LPSE adalah unit kerja

~yang dibentuk oleh Bupau unluk mt.nyuleng,gdrdkdn sistem pelavanan pengadaan

10;

11.

barang/jasa secura clcktmmk

. Pengadaan bararig/jasa pemermtah_adalah' kegiatan pcngadaali barang/jasa yang dibiayai

melalui APBN/APBD, batk yang dilaksanakan secara swakelola maupun oteh penyedia
barang/jasa.

Pengguna Anggaran yang sclanjuinya disingkar PA  adalah  Pejubal  pemegang
kewenangan penggunaan anggaran pada SKPD.

Kuasa Pengguna Anggaran yang sclanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang
d'itet'apkan oleh PA untuk melaksanakan APBN atau ditctapkan olch Bupati untuk
.nlae_nggunakan'. APBD. |

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang

bertanggung jawab alas peluksangan Pengaduan Barang/Jasa




13: Penyedia -barang/jasa aduiah badan usiaiia aiau orang perseorangan yany Kkegialan

- usahanya menycdiakan barang/jasa.

4 Apgardt Pengawas Intern Pemeriniah atan pengawas intern pada institust Tain yang

selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang mclakukan pengawasan melalai audit,
're'v_iew, e\%aiuasi, pemantaian, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan

tugas dan fungsi organisasi. °

15. Barang adalah’ benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun rtidak

bergerak, yang, .dapat dlperdagang__,kan d!pakal dipergunakan atau dimanfaatkan oleh
| Pcn;,;:,und Bdldllb

16. -Peker_]aan Konstruksn adalah la)anan pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan

konstruksi. ban'aguuan atau pembuatan wu]ud I:snk lainnya.

" 17. Jasa Konsultansi adalah Jded layanan profcs:onal yang membutuhkan keahlian tertentu di

berbagai bidang ,kt‘.‘l]lI'lLlclIl yau;, nluibulamdkan adanya olah plklr (brainware).

.. 18. Jasa lainnya adatah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan

. keterampilan (.sk:Hware) dalam b,udlu sislem tata kelola yang telah dikenal fuas di dunia
usaha u-ntuk' an}clcsaikan sttt pckcti.:_lan'alau scgﬁllzl pekerjaan dan/atau penyediaan
jasa selain Jasa Konéullansi, pclaksai;aan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang

19. Sertifikat keahlian pengddaau barang/jasa pemerintah adalah tanda bukti pengakuan dari
pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang pengadaan barang/jasa.
20. Dokumen pengadaan adalah dokumén yang ditetapkan oleh ULP yang memuat informasi

dun ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/tasa.

BAB I
PEMBENTUKAN, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pusal 2
(1) Dengan Pcraturan Bupati ini dibentuk ULP
(2) ULP merupakan lembaga koordinall yang bersifui non struktural yang berfungsi unluk
. melaksanakan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa

secard (erpadu dan terinlegrast sesual dengan peraturan perundang-undangan.

Pagal 3
ULP dimaksudkan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Sambawa secara terpadu dan terinteprasi,

Pa<at 4
ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bertujuan untuk :
a. mombuat proscs pengadaan barang/jusa pomicrintali mienjadi lebih terpadu, cfektif dan

~efisien:




b. meningkaikan efekiifitas tugus dan fungsi SKPD dulam menjalankan tugas pokok dan

fungsinva:

C.memanin persanas keseipatan, akses dan hale bagi penyedia barung/asa agar wreipia

persaingan usaha yang sehat; dan

d. menjamin  proses  pengadadan  barang/jusa pemerinah  dilakukan olch  aparaiur  yang

. profesional.

Pasul 5
('l).l{uzlng-'Iingkup pelaksanaan tugas ULP meliputi pengadaan barang/jasa Pemerintah
' | _IKubup'atcn Sumbawi, dengan kelentuan sebugai berikal:
a. pengadaan barang/pckerjaan  konstruksifjasa  lainnya dengan nilai  di  atas
" Rp. 100.0600.000,00 (scraius jula rupiah)
b pengadaan jasa konsultanst dengan nifai di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta

rupian)

___I(2__) Péngadaan barang/jasa di lvar ruang lingkup scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

* dilaksanakan oleh Pejabay Pengudaan Barang/Jasa pada masing-masing SKPD,

BADB iH
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

T 1
L iSO

ULP berada dibawah koordinasi dan fasilitasi Bagian Administrasi Perekonomian dan

pcmbéifgtihan Sekrétlariat Daerah Kabupulen Sumbawa dun bertunggung jawab kepadu Bupali.

o Pasal 7
ULP mempunyai tugas pokok:
a. melaksanakan - pengadaan  barang/jasa scsual dengan kelentuan  peratluran  perundang-

- undangan; -

‘b, melaksanakan igas kesckrewriatan: dan

. ¢ menyampaikan laporan hasil ﬁelzikéan"aélﬁ tugas kepada Bupati.

BAB IV
 ORGANISASI
Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 8

Susunan organisasi ULP terdiri dari:




. Kepaia;
. Kelompok Ketja (POKTAY: dan

. Sekrewrial; #

Bagiun Kedua

Kepala

L&) 1
Pasal 9

(1) Kepala dlangkat -dan dlbellu,ntll\an serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui

Sckretaris Dacrah, -

.

b.

™

=0

~ (2) Kepala harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

berstutus :s(:i)'dgai Pegawal Negert Sipil di Hngkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa;

pendldlkan minimal S‘lr_]aﬂ i ‘~>l

. mnemiliki Lualtllkclbl Lt,Lnlb dun li'ldlld_jl.lldl

I'l'lLITI]lIkI I-.cmampuan unluk mcnbambll kuputusan
mcmlllkl.lrllcgrl l‘dS moril, umplln dun. 'lunggung Jawab dalam melaksianakan lugas;
memiliki pengalaman schagai pejabalx’pamua pen;badaan barang/jasa Pemerintah;

memiliki serttfikat keuhlian [’)Lnbdtiddn b uan;_,f jasa pemerintah; dan

. tidak mempunyai hubungan kcluarga -dengan pejabat yang mengangkat dan

menclapkannya sebagai Kepaia,

(3) Kepala mempuhyai tugas:

a
b.

memimpin dan mcngkoordihasikan scturuh kegiatan ULP;

mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP;

nwnj&min keamanan dokumen pengadaan;

melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP;
menibentuk Pokja pengadaan:

mengambil  langkah-langkah  yang  diperlukan  apabila menemukan adanya

penyimpangan dan/atau indikast peny imnpangan.

Bagiun Keliga

Kelompok Kerja

ifusal 10

(1) Anggota Pokja diangkat dan diberhentikan serta bertanggungjawab kepada Bupati melalui

Sehretur s Daerai.

(2} Anggota Pokja harus memenulit persyaratan sebagai berikut:

a. berstatus sebagal Pegawal Negeri Sipil di fingkop Pemenntah Kabupeten Sumbawag

b. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;




¢, emabiami pekerjuin yang akan diadakar;

d. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP;

"¢, memahami isi dokumen, metode dan prosedurspengadaan;

f.

tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang menetapkannya sebagai

anggola Pokja;

g. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaon Barang/lasa Pemerintah;

h. menandatangani pakta inegritus;

. tidak menjadi PPK untuk paket pekerjaan yvang ditanganinya;

1o bdak menpadi peageloia heuangan di SKPD linghup Pemertintah Kabupalen Sumbawa;
dan
K.iidak wmenjadi APIP, tohecuadi untokh pengaduan barang/jasa yang  dibutuhkan

instansinya.

(3) Pokjamempunyai ugas:

a. menyusun rencana perilihan penyedia barang/jasa;

bomenctapkan dokumen pengadaan;

¢. menetapkan besaran nominal jaminan penawaran:

- .d.mengumumkan pelaksanuaan pengaduan barang/jasa di website resmi Pemerinlah

Kabupaten Sumbawa dan papan pengumuman resmi untuk  masyarakat serta

menyampaikan ke LPSE univk diumumkan dalan porlal pengadaan nasional;

- e. menilail kualitikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;

f. melakukan evaluast adminisirasi, leknis dan harga terhadap penawaran yang musuk;

B 4. menjawab sanggahun;

h. menetapkan penyedia barang/jasa unwk:

1) peléléngaﬁ' atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan
) kbnsrrukﬁz’jasa lainnya yang bernilai paling tnggi Rp. 100.000.000.000,00
(seratus miliar rﬁpiéh);
2} sclcksi uléu_pcnﬂnjukan langsung untuk puket pengadaan jasa konsultansi yang
bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah):

i. menyerahikan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK;
y. . T . b

_ _] menyimpan db-kume_n asli pemilihan penyedia barang/jasa; dan

k. inenyampaikan lé_porari mengenal proses dan hasil pengadaan kepada PA/KPA/PPK

" melalui Kepala.

s

Bagiun Keempal

Sckretariat

i’a:s_ui 1]

ekretariat adalab unsur stal yang dikepalai olely seorang Sckretaris,




(2) Dajam menjalankan lugasnya sckreturts dibuniu oleh stal pendukung.

(3} Sckretaris dan Slul‘ n.m.lul\ung> diangkat dan dlhuhunlll\an serta bertanggung jawab

l\cpadd Bupdu meldiui Sekretaris Dacrah, ¥
(4) Sekretaris harus memenuhi persyaratan scbagai berikut:
a. berxtalua SLbd&,dl Pegawa Ncg,t.rl Sipil di lingkup Pemerintah Kabupaten Suntbuwa;
b mcmlllkl kualmkasl teknis dan manajerial;
. memiliki kemampuan uniuk mengambii keputusan:
-d. memiliki integritas moral. disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
| dan |
el memili-ki serfifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah;
{5 S lm,[dtlal bl..'bd}:,dllilalld dimaksud pada ayai (1) mempunyan tugas:
a. Imelal\s‘makan pcn;:elolazm urusan  kcuangan.  kepegawaian, tata  persuratan,
~periengkapan dan rumah langga;
b. melaksanakan fungsi kelafull_sahaan;

menyediakan dad memglihara sarang dun prasarana kanlor:

L

| d. menylapkdn dokunien pendukung,, dan informasi yang dibutuhkan Pokja;
e. lnt,n;:,kuurdmaalkdn pcldkbdnddll pemilihan penyedia barangfjasa yany dilaksanakan
. oleh Pokja; . | | _
f. menyediakan dan ﬁléngciula. sist@:in-in[brmasi yang digunakan dalam pelaksanaan
pengadaan. hzll_rang/j_aSa;' | .
g. méngagendakan dan méngkuordinasikan pengaduan mas-yarakal;
- h, melngagcﬁdakaﬁ dan ﬁwngkdordihasikén sanggahan yang disampaikan oleh penyedia
barahga’jasa; | - | _
i.  membuat laporan secara -periodik atas hasil pelaksanaan pergzadaan yang
diluksanakan oleh ULP; dun - | _
'j. menyiapkan pusat data untuk mendukung evaluasi dari barang/jasa terkait; dan
k. melakukan koordinasi dengan LPSE terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara

elektronik (e-procurement}

BAB Y
JENIS PELAYANAN

Pasal 12
{1} Jenis pelayanan pengadaan barang/jusa vang dilaksanakan oleh ULP adalah :
Penguduan barang;
+b. Pengadaan pekerjaan konstruksi:
¢ .l’cngudaan jasa Konsultanst; dan

d. Pengadaan jasa lainnva.




(2) denis pelayanan sebagatinia dimaksud pada avar (1) dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

| BAB Vi
o PEMBIAYAAN

_ Pasud 13
~Sepala biaya yang timbul scbagai akibat ditctapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan

kcpada-.Al-lggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaicn Suinbawa.,

PN - BAB VI
e TATA KERJA

o Soen e -

Dalam. melaksanakan tugasnya. setiap unit kerjo dalamy ULP wajib menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

BAB VIl
- KETENTUAN PERALIHAN

_ o Pasal 15
Pada'séat berlakunya 'Peralﬁrén Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 17 Tahun
2010 lénlarig Un_il. llayallan_-lp'erlgadaa.lll Bﬁfa.ngf'.l.asa Pémcrinllah ( ULP } Kabupaien Sumbawa
~ sebagaimana telah d_i_ubah dengan I’crzi_tufah -_Bubati Sumbawa Nomor 44 Tahun 2010 dicabut

e | ., dun dinyatakan tiduk.beriaku_. ‘




" " BABIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

- penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar

pada tanggal, © ioril 20114

PEMBH\#AMTAMA MUDA IV/c

NIP. 19560410 198009 1 001
Q  BERITA DAERAH K..BUPATEN SUMBAWA TAHUN 2011 NOMOR 1%




